BAB Il1
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan,
maka penulis menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah, sebagai
berikut :

Hukum Pidana Militer secara umum menganut Hukum Pidana
secara formal berisi KUHAP, namun selain itu juga terdapat Undang-
Undang Hukum Acara Pidana Militer dan juga perundangan lain yang
mengatur mengenai hukum dalam pengertian hukum formal.?® Dengan
adanya acuan tersebut maka secara umum bahwa pertimbangan seorang
hakim pada peradilan militer sama dengan hakim pada peradilan umum.
Dengan adanya tugas khusus yang berat bagi seorang tentara
membedakan antara masyarakat sipil dengan militer itu sendiri yaitu
berupa Hukum yang khusus dan peradilan yang khusus. Sehingga
terdapat perbedaan dalam segi penjatuhan pidana yang harus
dipertimbangkan oleh seorang Hakim militer, khususnya mengenai
pemberatan bagi seorang militer yang melakukan tindak pidana berupa
pemecatan dari dinas kemiliteran beserta pencabutan haknya yang

sesuai dengan Pasal 26 KUHPM. Dengan adanya pemecatan ini dinilai
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15

53



54

sebagai suatu hukuman yang cukup berat bagi tentara karena terdapat
tekanan secara psikis bagi tentara tersebut. Selain itu, seorang tentara
apabila telah dipecat dari kedinasan militer maka ia akan menjadi
seorang sipil yang tentu saja perlu adaptasi. Hukuman yang terlihat lebih
ringan apabila dibandingkan dengan peradilan sipil ini diberikan agar
seorang tentara ketika selesai masa hukumannya memiliki kesempatan
untuk beradaptasi sebagai seorang sipil dan juga untuk memberikan
kesempatan kepadanya untuk menyambung hidup dan nafkah bagi
keluarganya. Hal tersebut dikarenakan adaptasi seorang militer menjadi
sipil tidaklah mudah sehingga apabila hukuman penjara semakin
panjang, maka akan lebih lama proses ia beradaptasi dengan masyarakat
sipil. Namun dengan adanya Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang mengatur
bahwa setiap warga negara secara bersamaan kedudukannya di dalam
hokum serta dalam permerintahan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan adanya pasal
tersebut yang dalam hal ini merupakan implementasi dari prinsip
equality before the law sehingga dengan adanya pembedaan atas
hukuman yang diberikan kepada masyarakat sipil dengan militer dapat
dinilai tidak tepat apabila mengacu pada prinsip tersebut serta Pasal 27
ayat 1 UUD 1945.
B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran

berupa:
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1. Agar pihak berwenang memberikan fasilitas khusus bagi seorang
terpidana militer setelah menjalani hukumannya sehingga ia lebih
mudah untuk beradaptasi dengan masyarakat sipil. Hal ini dapat
berupa pendampingan psikologis sehingga apabila ia menjadi
masyarakat sipil tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa.

2. Agar pihak yang berwenang dalam menjalankan tugas pengawasan
terhadap anggota militer disertai dengan pembinaan khusus sebagai
tindakan prefentif yang melibatkan tenaga ahli dari psikologi dan
juga konseling untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum
oleh tentara mengingat seorang tentara adalah manusia yang terlatih
untuk menjalankan pertempuran yang tentu saja memiliki
kemampuan khusus dan mental yang berbeda dengan masyarakat

sipil.
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